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“Setiap beban punya ukurannya, dan setiap hati punya sandarannya, sebab di 

setiap langkah yang melelahkan, selalu ada tangan tak terlihat yang 

menuntunmu.” 

 

(QS. Al-Baqarah: 286) 

 

 

 

“Keberhasilan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling  
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ABSTRAK 

 

SANKSI PIDANA BAGI ORANG TUA YANG LALAI MEMBERIKAN 

NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 

TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA 

 

MUHAMMAD ARYUDA PERDANA 

 

 

Penelitian ini membahas mengenai sanksi pidana bagi orang tua yang lalai 

memberikan nafkah keluarga dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Latar 

belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kelalaian nafkah tidak 

hanya menimbulkan permasalahan ekonomi, tetapi juga berdampak pada 

kesejahteraan psikologis dan sosial anggota keluarga. Tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap orang tua yang 

lalai menafkahi keluarga serta bagaimana proses penyelesaian hukumnya menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan 

bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis 

secara kualitatif dengan menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang-

undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengaturan sanksi pidana terhadap orang tua yang lalai memberikan nafkah diatur 

dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 UU PKDRT, dengan ancaman pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp15.000.000,00. Selain itu, 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan kewajiban suami dalam 

menanggung kebutuhan keluarga, termasuk nafkah, tempat tinggal, biaya 

pendidikan, serta perlindungan istri dan anak. Proses penyelesaian hukum dapat 

ditempuh melalui jalur pidana maupun perdata. Jalur pidana ditempuh melalui 

prosedur kepolisian hingga pengadilan, sedangkan jalur perdata umumnya melalui 

Pengadilan Agama, khususnya dalam konteks gugatan nafkah atau perceraian. 

Namun, dalam praktiknya banyak kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau 

mediasi sehingga tidak sampai ke pengadilan. Kesimpulannya, meskipun regulasi 

mengenai sanksi pidana atas kelalaian nafkah sudah jelas, penerapannya belum 

optimal karena terkendala kesadaran hukum masyarakat, tekanan sosial, dan 

dominasi penyelesaian non-litigasi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

kajian akademis serta referensi praktis bagi masyarakat dan penegak hukum dalam 

menegakkan perlindungan hak nafkah keluarga. 

Kata Kunci : Sanksi pidana, nafkah keluarga, UU PKDRT, penyelesaian hukum. 
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ABSTRACT 

CRIMINAL SANCTIONS FOR PARENTS WHO NEGLECT TO PROVIDE 

FAMILY SUPPORT FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 23 OF 

2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE 

MUHAMMAD ARYUDA PERDANA 

This study examines criminal sanctions for parents who neglect to provide family 

support from the perspective of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination 

of Domestic Violence. The background of this research is based on the fact that 

neglect of family support not only creates economic problems but also affects the 

psychological and social well-being of family members. The purpose of this study 

is to determine how criminal sanctions are regulated against parents who neglect 

to provide for their families and how the legal settlement process is carried out 

under Law Number 23 of 2004. The type of research employed is normative legal 

research using a literature-based approach. The data used are derived from 

primary, secondary, and tertiary legal materials, which were then analyzed 

qualitatively with an emphasis on statutory provisions and relevant literature. The 

findings show that the regulation of criminal sanctions for parents who neglect to 

provide family support is stipulated in Article 9 paragraph (1) and Article 49 of the 

Law on the Elimination of Domestic Violence, with a maximum penalty of three (3) 

years imprisonment or a fine of up to IDR 15,000,000. In addition, the Compilation 

of Islamic Law also affirms the husband’s obligation to fulfill the needs of the family, 

including financial support, housing, educational expenses, as well as protection 

for the wife and children. The legal settlement process can be pursued through both 

criminal and civil channels. Criminal proceedings are carried out through police 

procedures up to the court, while civil proceedings are generally handled by the 

Religious Court, particularly in the context of support claims or divorce. However, 

in practice, many cases are resolved through family deliberation or mediation, 

without proceeding to court. In conclusion, although regulations regarding 

criminal sanctions for neglect of family support are clearly stipulated, their 

implementation has not been optimal due to limited public legal awareness, social 

pressure, and the prevalence of non-litigation settlements. This study is expected to 

serve as both an academic reference and a practical guide for society and law 

enforcement in safeguarding the right to family support. 

Keywords : Criminal sanctions, family support, Domestic Violence Law, legal 

settlement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keluarga memiliki peran mendasar sebagai tempat pertama anak 

memperoleh pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan jasmani dan 

rohani. 1  Salah satu tanggung jawab sentral dalam struktur keluarga adalah 

kewajiban orang tua dalam menafkahi anak dan pasangannya, sebagai bentuk 

pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan. Nafkah tersebut tidak hanya mencakup 

aspek finansial, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan mental dan 

emosional seluruh anggota keluarga. Dalam kerangka hukum, ketentuan mengenai 

hal ini telah diatur dalam sejumlah perundang-undangan guna memberikan 

perlindungan hukum bagi keluarga. 

Setiap keluarga tentu mendambakan kehidupan rumah tangga yang diliputi 

ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Rumah tangga ideal adalah tempat di mana 

setiap individu saling menghormati dan mengasihi. Untuk itu, hubungan suami istri 

dibangun di atas fondasi emosional yang kuat. Rumah tangga juga seharusnya 

menjadi ruang yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua penghuninya. 

Selain pasangan, kehadiran anak juga menjadi bagian penting yang membutuhkan 

perhatian serta kasih sayang dari seluruh anggota keluarga. Meski demikian, tidak 

semua keluarga mampu mewujudkan keharmonisan tersebut secara utuh.2 

 
1 M. Syahran Jailani, “Teori Pendidikan Keluarga Dan Tanggung Jawab Orang Tua Dalam 

Pendidikan Anak Usia Dini,” Jurnal Tarbiyah & Keguruan, (2015:90). 
2 Fiyan Fadlyawan and Muhammad Al Habsy Ahmad, “Kajian Yuridis Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” Jurnal Litigasi Amsir 10, no. 4 

(2023:77).  
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Sebuah rumah tangga pada umumnya tidak hanya melibatkan pasangan 

suami istri dan anak-anak, tetapi juga bisa mencakup anggota keluarga lain seperti 

mertua, saudara ipar, maupun kerabat dekat yang memiliki hubungan kekerabatan 

melalui garis darah atau pernikahan. Di samping itu, dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga, tidak jarang terdapat individu di luar anggota keluarga inti, seperti 

pembantu atau asisten rumah tangga (ART), yang turut membantu dalam aktivitas 

sehari-hari.3 

Seorang suami memiliki tanggung jawab utama dalam membina dan 

mengarahkan keluarganya. Namun, dalam persoalan rumah tangga, pengambilan 

keputusan idealnya dilakukan secara bersama dengan istri. Suami juga memikul 

kewajiban untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan istri serta anak-anaknya, 

menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Tidak hanya itu, suami juga 

berkewajiban memberikan pengetahuan tentang keagamaan kepada keluarganya, 

agar istri dan anak-anak mendapat kesempatan mengakses ilmu yang berguna bagi 

agama, negara dan bangsa sesuai dengan pendapatan suami. 

Orang tua merupakan pihak utama yang memiliki tanggung jawab moral 

dan hukum dalam melindungi serta memenuhi hak-hak anak. Sejak seorang anak 

lahir dan mulai menghirup napas pertama, kewajiban orang tua terhadap anaknya 

sudah melekat. Salah satu hak mendasar yang harus diberikan kepada anak adalah 

 
3  Chaliddin Chaliddin, “Peran Pendampingan Bantuan Hukum Keluarga Pada Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti 

Kota Lhokseumawe,” Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi 10, no. 2 (2021:153-154). 
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hak memperoleh nafkah, yang wajib dipenuhi dan dihormati oleh orang tua sebagai 

bentuk pemenuhan tanggung jawab mereka.4 

Mazhab Hanafi memaknai nafkah sebagai segala bentuk pengeluaran yang 

diberikan oleh suami kepada istrinya guna mencukupi keperluan rumah tangga 

secara umum. Sementara itu, menurut pandangan Mazhab Syafi’i, Nafkah merujuk 

pada kontribusi suami sebagai suatu bentuk dukungan yang diberikan, mencakup 

kebutuhan pokok, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan cara 

yang patut dan sesuai tuntunan syariat. Pemenuhan nafkah ini bukan hanya menjadi 

kewajiban pokok seorang suami, tetapi juga merupakan hak yang melekat bagi istri 

dan anak dalam lingkup keluarga.5 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewajiban 

mencari nafkah berada pada suami. Nafkah meliputi pemenuhan kebutuhan pokok 

istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pelaksanaan tanggung jawab ini 

dilakukan secara layak, disertai keikhlasan. Tujuan akhirnya ialah menciptakan 

keseimbangan serta kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. 

Pasal 49 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), menyatakan bahwa 

sanksi bagi individu yang melakukan penelantaran ekonomi dalam konteks 

keluarga dapat di jatuhi pidana penjara dengan maksimum tiga tahun atau denda 

 
4 Heti, “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak: 

Analisis Pemikiran a. Hamid Sarong,” Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 2, no. 1 

(2017:80). 
5 Ahmad Halimi Maruri, “Nafkah Perspektif Fiqih Dan Undang-Undang ; Melacak Batas 

Kewajiban Kepala Keluarga Di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang,” Shakhsiyah Burhaniyah: 

Jurnal Penelitian Hukum Islam. 6, no. 1 (2021:59). 
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yang tidak melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sanksi ini ditujukan 

kepada setiap orang yang : 

1. Melakukan penelantaran terhadap individu lain dalam konteks rumah 

tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).  

2. Melakukan penelantaran terhadap individu lain sebagaimana diatur dalam 

Pasal 9 ayat (2).6 

Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kelalaian nafkah menghadapi 

sejumlah kendala yang mengurangi efektivitas pelaksanaan hukum. 

Ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang dan realitas penerapan di 

lapangan menjadi salah satu hambatan utama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah 

mengatur pidana terhadap penelantaran ekonomi dalam lingkup keluarga. Banyak 

perkara tidak sampai pada tahap pengadilan karena korban memilih penyelesaian 

melalui mediasi atau jalur informal. Pilihan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya 

pemahaman terhadap hak hukum, tekanan sosial, maupun kekhawatiran terhadap 

stigma dalam keluarga. Kondisi ini menyebabkan pelaku tidak dikenai sanksi 

hukum, sehingga upaya penegakan hukum dan pencapaian keadilan atas kelalaian 

nafkah menjadi tidak optimal. 

Melihat latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk 

mengangkat penelitian dengan judul “ Sanksi Pidana Bagi Orang Tua Yang Lalai 

 
6 “Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga,” 2004, 1–25. 
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Memberikan Nafkah Keluarga Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, yang 

menjadi rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Orang Tua yang Lalai dalam 

Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2004 tentang PKDRT ? 

2. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Hukum terhadap Orang Tua yang Lalai 

Memberikan Nafkah Kepada Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2004 tentang PKDRT ? 

 

C. Ruang Lingkup 

Penulisan penelitian ini membatasi pembahasan dengan berfokus pada Sanksi 

Pidana Bagi Orang Tua yang Lalai Memberikan Nafkah Keluarga dalam Perspektif 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (PKDRT). Namun, pembahasan tetap terbuka untuk hal-hal yang 

relevan dengan permasalahan utama. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan 

dan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Tujuan 

 

a. Mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap orang tua yang lalai 

memberikan nafkah keluarga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang PKDRT. 

b. Mengetahui proses penyelesaian hukum terhadap orang tua yang lalai 

memberikan nafkah keluarga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2004 tentang PKDRT. 

2. Manfaat 

 

a. Secara Teoritis 

 

Penelitian ini berpotensi menyajikan pengetahuan dan pandangan 

mengenai penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004, khususnya terkait sanksi 

pidana bagi orang tua yang lalai memberikan nafkah. Serta dapat menjadi 

bahan kajian untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 mencapai tujuan keadilan. 

b. Secara Praktis 

 

Penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi aparat penegak 

hukum dalam menangani kasus penelantaran keluarga yang berkaitan 

dengan kelalaian pemberian nafkah oleh orang tua terhadap anak. 

Kontribusi lain terletak pada peningkatan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya pemenuhan tanggung jawab nafkah dalam 
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keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman menyeluruh terkait hak-hak korban dan mendorong upaya 

untuk memperoleh keadilan secara hukum. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran terhadap 

istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, diperlukan penjelasan dalam bentuk 

kerangka konseptual. Kerangka konseptual bertujuan memberikan batasan 

pemahaman terhadap istilah-istilah kunci dalam penelitian. Adapun kerangka 

konseptual dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sanksi Pidana 

 

Menurut Adami Chazawi, sanksi pidana merupakan jenis hukuman yang 

menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pelaku atau atas suatu 

perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena dinilai merugikan 

atau membahayakan kepentingan umum.7 

2. Orang Tua 

Orang tua secara umum merupakan ayah dan ibu dari seorang anak yang 

mempunyai tugas serta tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik 

anaknya. Menurut Thamrin Nasution, orang tua adalah seseorang yang 

memiliki tanggung jawab dalam suatu bingkai rumah tangga atau keluarga 

dalam kehidupan sehari-hari. Seorang bapak dan ibu dari anak mereka pastinya 

 
7 Riska Andi Fitriono Sandhi Amukti Bahar, Supanto, “Penerapan Saksi Pidana Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial,” Jurnal Recidive 4, no. 1 

(2015:112). 
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memiliki kewajiban serta tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan 

hidup anak-anaknya. Karena anak memiliki hak untuk dibina dan diasuh sampai 

mereka beranjak dewasa. Seorang anak memerlukan perhatian dan pengertian 

dari orang tuanya supaya bertumbuh menjadi yang matang dan dewasa.8 

3. Keluarga 

Keluarga adalah individu yang diikat oleh perkawinan, kelahiran, dan 

adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara budaya, dan 

meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap 

anggota keluarga. Sedangkan menurut Khairuddin, keluarga adalah hubungan 

yang terjadi antara keturunan dan penambahan (adopsi) yang berkaitan dengan 

keturunan yang merupakan satu kesatuan khusus.9 

4. Lalai 

Lalai adalah sembrono, atau tidak berhati-hati atau bahkan sembarangan. 

Lalai pada dasarnya menurut KUHP tidak dipidana sepanjang itu tidak 

menyebabkan luka atau hilangnya nyawa.10 

 

F. Riview Studi Terdahulu yang Relevan 

 

Beberapa penelitian terdahulu menjadi landasan penting yang dapat 

dijadikan acuan dalam mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

sekaligus memberikan arah dalam pelaksanaan proses penelitian. Adapun 

 
8  Arif Rahman Khaerudin, Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini, ed. 

Khaerudin (Caturunggal, Depok: Komojoyo Press, 2024:30-31). 
9 A. Octamaya Tenri Awaru, Sosiologi Keluarga, ed. Rintho R. Rerung, CV. Media Sains 

Indonesia (2020:4) 
10 Sapta Aprilianto, “Peran Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Mkdki) 

Terhadap Dugaan Kelalaian Medis Dokter Sapta,” Yuridika 30, no. 3 (2015:530-531). 
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penelitian-penelitian dimaksud dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel I.1 

Hasil Penelitian Sebelumnya 

No. Judul Penulis Tahun Pembahasan 

1.  Penegakkan UU RI 

No. 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 

Melalui Putusan 

Hakim Pengadilan 

Agama Kota Palopo 

Dalam Perspektif 

Hukum Islam 

Budi 

Jayanti11 

Skripsi 

(2016)  

Penelitian ini membahas bagaimana 

penegakkan UU RI No. 23 tahun 

2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga di 

Pengadilam Agama Kota Palopo. 

Kemudian bagaimana bentuk-

bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga menurut UU RI No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

2. Pertanggungjawaban 

Pidana Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana 

Penelantaran 

Terhadap Orang 

Ferdian 

Deny 

Prayuda12 

Skripsi 

(2021) 

Penelitian ini membahas makna 

frasa penelantaran dalam pasal 304 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dan Pasal 9 

Undang-Uundang No. 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(PKDRT). Serta bagaimana 

pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku tindak pidana 

penelantaran orang dalam hukum 

positif di Indonesia. 

 
11 Budi Jayanti, “Penegakkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo Dalam Perspektif 

Hukum Islam” (2016). 
12 Ferdian Deny Prayuda, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penelantaran Terhadap Orang” (2021). 
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3. Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak 

Pidana Penelantaran 

Anak Yang Dilakukan 

Oleh Orang Tua 

Ainun 

Masita13 

Skripsi 

(2022)  

Penelitian ini membahas bagaimana 

kualifikasi pengaturan tindak 

pidana penelantaran anak pada 

Undang-Undang Perlindungan 

Anak dan Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga. 

 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah atau pendekatan yang diterapkan 

untuk melaksakan penelitian.14 Metode ini membantu menyusun penelitian secara 

sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga mengidentifikasi permasalahan 

yang ditemukan. Penelitian dilakukan sebagai upaya memperoleh pemahaman yang 

tepat terhadap isu yang diteliti. Melalui penerapan metode yang tertata, proses 

penelitian dapat berjalan secara sistematis dan menghasilkan data yang relevan 

serta dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.15 

  Metode penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian hukum 

normatif. Menurut Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, mengatakan bahwa 

 
13 Ainun Masita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Yang 

Dilakukan Oleh Orang Tua” (2022). 
14 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Prenadamedia Group, 2014:84). 
15  Azmi Dana Mulanda and dan Ofianto Fitrisia, “Penggunaan Metode PLS Dalam 

Menganalisis Data Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik,” FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial 

Dan Politik 8, no. 1 (2023:). 
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penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian 

hukum kepustakaan.16 

2. Sumber Data 

Penulisan skripsi ini mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. 

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh tidak secara langsung 

dari objek penelitian, melainkan melalui sumber perantara. Data tersebut 

dihimpun dari literatur kepustakaan yang mengandung bahan-bahan hukum 

primer, antara lain terdiri dari  : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dapat berupa bahan hukum Perundangan-

undangan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

b. Bahan Sekunder 

Data sekunder meliputi hasil kajian ilmiah di bidang hukum, artikel 

dalam jurnal hukum, pandangan atau pemikiran dari para pakar hukum, 

serta buku-buku hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan 

dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (PKDRT). 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dapat mencakup bahan hukum yang 

 
16 Farah Syah Rezah Nurul Qamar, Metode Penenlitian Hukum : Doktrinal Dan Non-

Doktrinal, Sustainability (Switzerland), vol. 11 (2020:47). 



12 

 

 

 

mendukung dan menjelaskan bahan hukum sekunder, misalnya dari Kamus 

Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Majalah dan Internet. 

3. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik ini 

bertujuan memperoleh data yang relevan, tepat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Studi dilakukan dengan menelusuri 

berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana penelantaran 

dalam rumah tangga. Penelusuran juga mencakup buku-buku hukum yang 

membahas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

4. Analisis Data 

Berdasarkan rumusan dan pembahasan permasalahan teknik analisis data 

yang penulis gunakan untuk penelitian ini, yaitu menggunakan metode 

penelitian normatif.  

 

H. Sistematika Penelitian 

 

Struktur penulisan dalam skripsi ini terbagi ke dalam empat bab utama. Masing-

masing bab memuat pembahasan yang terfokus pada inti persoalan, mencerminkan 

arah kajian, serta menunjukkan kesinambungan antarbab. Penyusunan dilakukan 

secara runtut dan sistematis. Rincian sistematika penulisan diuraikan sebagai 

berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas berbagai elemen penting dalam penelitian, 

meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode 

Penelitian serta Sistematika Penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan mengulas tinjauan pustaka yang mencakup pembahasan mengenai 

Sanksi Pidana, Keluarga Dalam Perspektif Hukum, Kelalaian Dalam Pemenuhan 

Nafkah, Nafkah.  

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai Pengaturan Sanksi 

Pidana Terhadap Orang Tua Yang Lalai Memberikan Nafkah Keluarga Menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, serta Proses Penyelesaian Hukum Bagi Orang Tua Yang Lalai 

Memberikan Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis, 

yang disusun berdasarkan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini. 
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